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ABSTRAK

	Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Proses dasar penerapannya dilakukan melalui Diskresi (Kewenangan Polisi) berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Diversi (Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Adapun tujuan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi yang berkeadilan (Restorative Justice) terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak serta menjauhkan anak dari proses peradilan dan pemidanaan yang tidak baik bagi jiwa, martabat dan masa depan anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus. Dan dilakukan sedikit observasi lapangan dalam rangka mengetahui apakah konsep Restorative Justice telah diterapkan dalam penanganan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan bahan primer (Peraturan UU) dan bahan skunder (artikel, halaman website dan buku-buku) serta melakukan wawancara pada Aparat Penegak hukum yang terkait (KAPOLRES Tenggarong Dan BAPAS Samarinda).
Dari hasil penelitian ditemui bahwa penerapan Restorative Justice telah diterapkan melaui Diskresi Kepolisian dan Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam penyelesaian kasus perkara anak hampir semuanya bisa diselesaikan dengan Restorative Justice terkecuali perkara berat.
Diharapkan para penegak hukum harus mengutamakan pendekatan Restorative Justice dalam setiap perkara anak demi terwujudnya keadilan menurut nurani (Moral Justice), memperhatikan Keadilan Masyarakat (Sosial Justice) dan mempertimbangkan keadilan berdasarkan perundang-undangan  (Legal Justice) sehingga tercapainya penghargaan tertinggi untuk keadilan (Presice Justice). Dalam menyelesaikan Tindak Pidana yang dilakukan anak pemidanaannya haruslah merupakan Tindakan Terakhir  (Ultimum Remedium).  

Kata Kunci : (Penerapan Restorative Justice, Perlindungan Anak)

ABSTRACT

Restorative Justice is the resolution of criminal cases involving offenders, victims, families perpetrator/victim, and other relevant parties to work together to find fair settlement with emphasis on restoring back to the original state, and not retaliation (Article 1 paragraph 6 of Law No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice Child System). The basic process is done through the application Discretion (Police Authority) under Article 18 of Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police and Diversion (Article 1 Paragraph 7 of Law No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice Child System).
The purpose in writing this law is to determine an equitable application of sanctions (Restorative Justice) against children in accordance with Law No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice Child System which ensures certainty and legal protection of children and child away from judicial proceedings and sentencing are not good for the soul, dignity and child future. This research uses a technique that is normative juridical research or study procedure by referring to some of the principles of law, rule of law principles, and the principles of law relating to the substance of legislation that are general and specific. And do a bit of field observations in order to determine whether the concept has Restorative Justice applied in the handling of cases of children in conflict with the law. Data collection techniques used by collecting primary materials (Rule of Law) and secondary materials (Articles, web pages and books) as well as conducting interviews at the law enforcement officials involved (KAPOLRES Tenggarong and BABAS Samarinda).
From the results of the study found that the application has been implemented through the Restotative Justice Police Discretion and Diversion Restorative Justice based approach. In the case of court settlement children almost everything can be resolved with the Restorative Justice exception of  severe cases.
It is expected that the law enforcement approach should focus on Restorative Justice in each case the child for the realization of justice according to conscience (Moral Justice), attention to Justice Society (Social Justice) and consider the justice according to the law (Legal Justice) so that the achievement of the highest award for justice (Presice Justice). In completing Crime committed imprisonment child must be the Last Action (Ultimum Remedium).

Keywords : (The Application of Restorative Justice, Child Protection)
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I. PENDAHULUAN

Kejahatan dan pelanggaran hukum adalah hal yang tidak benar dan tidak patut dilakukan dan harus di adili seadil-adilnya banyak dan bermacam-macamlah bentuknya. Di Indonesia tindak pidana dan pelangaran hukum terjadi di berbagai kalangan baik kalangan atas dan kalangan bawah. Tindak pidana dan pelanggaran hukum dilakukan biasanya dikarenakan desakan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan yang dapat memberikan kebahagian tersendiri bagi pelaku tindak pidana tersebut. Di negara lain seperti Amerika Serikat tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi anak-anak juga turut mengambil bagian bahkan Indonesia pun tercatat tindak pidana yang di lakukan oleh anak sangat banyak dan bervariasi entah karena kebutuhan ekonomi ataupun kurangnya perhatian dari orang tua dari anak tersebut.
Anak adalah potensi yang dimiliki oleh suatu bangsa di masa depan sehingga tumbuh kembang seorang anak menjadi suatu persoalan yang harus diperhatikan secara seksama. Secara filosofi anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula. Sebagai generasi muda anak pun memiliki peranan strategis dan karakteristik tersendiri sehingga diperlukan pembinaan dan perlindungan demi tercapainya pertumbuhan fisik, mental, dan sosial seperti yang diharapkan. Anak juga merupakan tumpuan harapan masa depan dan nasib bangsa yang akan datang, karena kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan serta diskriminasi sanksi pidana. Anak wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat, serta harga dirinya secara wajar baik itu secara hukum, ekonomi, social maupun budaya dengan tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan. 
Mengingat bahwa anak juga merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sangat rentan dan mudah terpengaruh oleh hal-hal baru yang menarik baginya. Anak belum bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk apalagi anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan masih mencari jati dirinya. Apabila hal demikian disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka rusak pula lah moral anak tersebut. Oleh sebab itu diperlukan suatu peraturan hukum yang tegas dan mampu mengatasi setiap permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia khususnya masalah tindak pidana yang pelakunya adalah anak-anak nakal.
Di Indonesia telah terdapat beberapa prosedur hukum yang mengatur tentang peradilan anak baik sebagai pelaku tindak pidana, maupun sebagai korban dari suatu tindak pidana. Perlindungan hukum pun diberikan kepada anak demi masa depannya. Perlindungan hukum bagi anak adalah upaya hukum terhadap berbagai kebebasan dalam hak-hak anak (Fundamental Rights In Freedom Of Children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Aturan hukum yang telah dirangkum antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang di gantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Perangkat hukum yang telah tersedia tersebut tentunya berfungsi untuk menciptakan penegakan kebebasan dan hak asasi anak, serta terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan bagi anak di Indonesia.
       Kasus anak yang melakukan suatu tindak pidana bukanlah tidak dapat dihukum namun sebisa mungkin hukuman yang diberikan tidaklah berat. Negara Indonesia menjamin suatu prinsip pokok penerapan hukum terhadap anak yakni tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak, memberikan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak sesuai dengan konvensi hak-hak anak. Hal tersebut diperkuat lagi oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berrkualitas, berahlak mulia dan sejahtera.”

Selanjutnya dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan juga bahwa, “Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.” Upaya terakhir ini berarti apabila masih dapat diberikan upaya lainnya maka tindakan penangkapan, penahanan, ataupun pidana penjara sebaiknya tidak dilakukan demi menjamin kesejahteraan kehidupan anak tersebut. Bukan hanya itu kekhususan lain yang diperoleh oleh anak yang melakukan tindak pidana adalah haruslah memperoleh bantuan hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Perlindungan Anak.
Sebagaimana yang telah diuraikan diatas hal yang menjadi tema sentral dari skripsi ini adalah Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Anak Di Tinjau Dari UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam skripsi ini penulis tertarik dan ingin mengetahui serta meneliti bagaimana pendekatan dan penerapan Restorative Justice menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dirumuskanlah permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum tehadap hak-hak anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Bagaimanakah penerapan Restorative Justice pada kasus tindak pidana anak di Indonesia ?

Adanya maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Maksud Penelitian

Untuk mengetahui penerapan sanksi yang berkeadilan (Retorative Justice) terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak.

2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini hendaknya dapat mengembangkan kemampuan penulis dan menjadi media pengembangan tolak ukur kemajuan hukum yang dituangkan dalam suatu karya tulis yang sistematis dan ilmiah dan menambah pengetahuan kepada masyarakat luas tentang perlunya penerapan Restoratif Justice pada anak yang berhubungan dengan hukum dan agar masyarakat mengerti bahwa Restorative Justice itu bukan sebuah omongan dan konsep belaka (Not Just A Peace Principal) dan mengubah sedikit pemikiran masyarakat tentang keadilan yang selalu menekankan keadilan pada pembalasan (Retributive Justice).

Adapun Metode penelitian yang dipergunakan dalam skipsi ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut ;

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai adalah Yuridis Normatif yaitu teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus. Dan dilakukan sedikit observasi lapangan dalam rangka mengetahui apakah konsep Restorative Justice telah diterapkan dalam penanganan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan penulis adalah dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan Perundang-undangan (Statue approach) dilakukan dengan menelaah undang-undang yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penulisan skripsi ini menekankan pada pencarian norma dan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan penulisan skripsi ini dengan mempelajari dan menguraikan norma-norma dan Pasal-Pasal yang terkait pada rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) adalah dilakukan dengan meneliti pandangan-pandangan dan pendapat para ahli dalam bidangnya masing-masing yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan Kasus (Case Approach) adalah dilakukan dengan Meneliti kasus-kasus yang pernah terjadi.

3. Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan sumber-sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. 
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Bahan hukum primer ini dapat berupa artikel, halaman website, hasil penelitian penulis, maupun buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
c. Analisis bahan hukum berdasarkan pendekatan dan bahan hukum yang telah diperoleh sehingga menggunakan Metode Penafsiran dan Penggabungan Hukum dengan cara interpretasi yang artinya bahwa bahan hukum yang telah diperoleh tersebut dianalisis, ditafsirkan, secara sistematis dengan menghubungkan antara peraturan perundang-undangan lainnya dengan keseluruhan sistem hukum dan kemudian ditarik suatu kesimpulan yang akhirnya dapat menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara sistematis.


II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan  UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan data-data yang penulis teliti didapatlah kesimpulan yaitu Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapatkan pelindungan khusus terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip pelindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam setiap penyelesaian perkara, penerapan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) wajib diutamakan, yang di maksud Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan Diversi, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam hal Penyidikan haruslah Penyidik Anak, Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak, Hakim adalah Hakim Anak, Hakim Banding adalah Hakim Banding Anak, Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak dan anak haruslah dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
Adapun Asas yang menjadi dasar dilaksanakannya Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut : 

a. Pelindungan
b. Keadilan 
c. Nondiskriminasi 
d. Kepentingan terbaik bagi Anak 
e. Penghargaan terhadap pendapat Anak 
f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak 
g. Pembinaan dan pembimbingan Anak 
h. Proporsional 
i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir 
j. Penghindaran pembalasan

Hak setiap Anak dalam proses peradilan pidana menurut Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya 
b. Dipisahkan dari orang dewasa 
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif 
d. Melakukan kegiatan rekreasional 
e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya 
f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup 
g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat 
h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum 
i. Tidak dipublikasikan identitasnya 
j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak 
k. Memperoleh advokasi sosial 
l. Memperoleh kehidupan pribadi 
m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat 
n. Memperoleh pendidikan 
o. Memperoleh pelayananan kesehatan 
p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hak Anak yang sedang menjalani masa pidana menurut Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :

a. Mendapat pengurangan masa pidana
b. Memperoleh asimilasi
c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
d. Memperoleh pembebasan bersyarat 
e. Memperoleh cuti menjelang bebas
f. Memperoleh cuti bersyarat
g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun dasar hukum berkaitan perlindungan anak sebagai berikut :

a. UUD 1945, Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2)
b. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
c. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan
d. UU No. 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment).
e. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
f. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
g. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
h. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
i. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dasar hukum sebagai kebijakan Aparat Penegak Hukum sebagai berikut :

a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak.
b. Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak.
c. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-532/E/11/1995, 9 Nov 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak.
d. MOU 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos RI dan DitPas DepkumHAM RI tentang pembinaan luar lembaga bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
e. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/I/K/2005 tentang kewajiban setiap PN mengadakan ruang sidang khusus & ruang tunggu khusus untuk anak yang akan disidangkan.
f. Himbauan Ketua MARI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara, 16 Juli 2007
g. Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang pembentukan RPK dan tata cara pemeriksaan saksi&/korban TP.
h. TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 Nov 2006 dan TR/395/VI/2008 9 Juni 2008, tentang pelaksaan diversi dan restorative justice dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi
i. Kesepakatan Bersama antara DEPARTEMEN SOSIAL RI Nomor : 12/PRS-2/KPTS/2009, DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Nomor : M.HH.04.HM.03.02 Th 2009, DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI Nomor 11/XII/KB/2009, DEPARTEMEN AGAMA RI Nomor : 06/XII/2009, DAN KEPOLISIAN NEGARA RI Nomor : B/43/ XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum , tanggal 15 Desember 2009.
j. Surat Keputusan Bersama Ketua MAHKAMAH AGUNG RI, JAKSA AGUNG RI, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI, MENTERI HUKUM DAN HAM RI, MENTERI SOSIAL RI, MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO.148 A/A/JA/12/2009, NO. B/45/XII/2009, NO.M.HH-08 HM.03.02 TAHUN 2009, NO. 10/PRS-2/KPTS/2009, NO. 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.


B. Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Anak

Menurut keterangan dan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak, Bapak Aswan di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda pada hari senin tanggal 7 April 2014 mengatakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat banyak dan bervariasi dari penganiyayaan, pengeroyokan, pencurian, penadahan, laka lantas, narkotika, asusila, pembunuhan dan lain-lain bisa di lihat di table 2. 

Tabel 2
Daftar Permintaan Litmas Klien Anak Priode Tahun 2012-2013 Di BAPAS Samarinda

	NO
	PERKARA
	JUMLAH PERKARA

	
	
	2012
	2013

	1
	Pencurian
	149
	93

	2
	Pengeroyokan
	22
	15

	3
	Laka Lantas
	22
	20

	4
	Penganiayaan
	6
	10

	5
	Assusila
	4
	5

	6
	Narkotika
	16
	20

	7
	Pembunuhan
	2
	0

	8
	Lain-Lain
	46
	80

	
	Total Perkara
	267
	243


Sumber Data :  Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak

Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas yaitu membuat Hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang di serahkan kepada penyidik dalam waktu 3 hari (Pasal 28 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) setelah permintaan penyidik di terima. keberadaan Litmas ini Sangat penting dalam proses peradilan anak bahkan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi.
Adapun Faktor yang menghambat dan kurang mendukung Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) dalam melaksanakan tugasnya yaitu :


a. Faktor Dalam (Internal) :

Faktor internal yang biasanya kurang mendukung Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya adalah dana dan prasarana yang kurang. Saat melakukan proses pembuatan laporan hasil Penelitian Kemasyarakat (Litmas) sudah tentu pihak Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) akan menuju lokasi atau ke tempat pelaku dalam proses ini sarana dan prasarana penunjang sangat di perlukan apalagi ketika tempat tujuan berada di pedalaman dan jauh. Sarana dan prasarana penunjang ini memang ada dari Bapas tapi terkadang karena banyaknya kasus dan faktor-faktor lain dalam prosesnya terkadang sarana dan prasarana tunjangan itu sangat kurang dan bisa dikatakan sangat minim. 

b. Luar (Eksternal)

Faktor eksternal yang biasanya kurang mendukung Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan tugasnya yaitu pada saat menuju ke tempat tujuan yang berada di pedalaman belum tentu jalur transportasi lancar seperti yang di harapkan.
	
Adapun hasil wawancara pada hari jumat tanggal 11 April 2014 di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur, Resor Kutai Kartanegara dengan Ibu BRIGADIR A. Kristin (Anggota PPA Selaku Penyidik Pembantu) mengatakan sebenarnya semua perkara bisa diselesaikan dengan Restoratif Justice (Keadilan Restoratif) jika dalam perkara yang di laporkan dicabut karena adanya perdamaian antara korban dan pelaku, terkecuali perkara berat seperti narkoba, pembunuhan, traficking dan terorisme. 

Table 3
Daftar Perkara Anak Sekitar Kukar Priode Tahun 2012-2013

	No
	PERKARA ANAK
	TAHUN

	
	
	2012
	2013

	1
	Penganiyayaan
	3
	1

	2
	Pengeroyokan
	-
	2

	3
	Pencurian
	9
	12

	4
	Laka Lantas
	12
	8

	5
	Narkotika
	1
	-

	6
	Lain-Lain
	3
	11

	
	Total Perkara
	28
	34


Sumber Data : Daftar Permintaan Litmas Klien Anak  (BAPAS KELAS 2 SAMARINDA)

Perkara tindak pidana anak yang sering di selesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif biasanya adalah perkara yang dilaporkan ke pihak kepolisian yang berkaitan dengan perempuan dan anak yaitu KDRT, Pelecehan Seksual, Penganiyayaan dan Tindak Pidana Ringan lainnya. Setiap perkara anak yang di selesaikan secara berdamai berdasarkan pendekatan restorative justice datanya tidak bisa penulis sediakan karena data yang ada pada Kapolres hanya data Laporan Masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana anak yang tidak bisa di selesaikan secara damai (restorative justice).     
Adapun Tahap-tahap yang biasanya dilakukan polisi dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) terhadap tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak yaitu :

1. Memberi peringatan informal yakni dilakukan polisi dengan memberikan peringatan secara lisan terhadap anak dengan diberikan nasehat-nasehat kepada anak sebagai pelaku tindak pidana biasanya tindakan peringatan lisan ini dilakukan terhadap tindak pidana yang ringan seperti pengeroyokan dan perkelahian.
2. Memberi peringatan formal yakni berupa peringatan yang mewajibkan pihak pelaku membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. 
3. Pada tahap bersama-sama duduk mencari penyelesaian (Keadilan Restoratif) jika kesepakatan berhasil berdasarkan negosiasi biasanya di lakukan di atas surat perjanjian dan surat pernyataan (Tidak ada draft kusus untuk ini, isi draft di serahkan sepenuhnya kepada pihak korban dan pelaku berdasarkan kesepakatan yang di buat).
     
Adapun hambatan dalam penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yang sering di alami oleh pihak Kepolisian maupun Pembimbing Kemasyarakatan yaitu sebagai berikut : 

1. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum di antara korban dan aparat penegak hukum.
2. Belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak.
3. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana masih cenderung merasa dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan.

Tentang pelaksaan Diskresi Kepolisian berdasakan pendekatan restorative justice dalam penanganan dan pemenuhan kepentingan terbaik anak, dalam kasus tindak pidana anak sebagai pelaku sebisa mungkin penahanan di jauhkan dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara. 
Berdasarkan  hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa defenisi Keadilan Restoratif (Restorative Justice) menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Proses Keadilan Restoratif atau Restorative Justice (Pasal 1 Angka 6) pada dasarnya dilakukan melalui Diskresi yaitu Kebijakan atau Kewengan Kepolisian (Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) dan Diversi (Pasal 1 Angka 7) yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. 
Dalam Sistem Peradilan Anak Proses Restoratif Justice wajib diutamakan dan dikenalkan dengan proses Diversi yaitu cara penyelesaian perkara pidana anak melalui proses perundingan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait untuk memperoleh kesepakatan perdamaian dengan dibantu Mediator, Mediator itu sendiri adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian perkara tanpa menggunakan cara memutus. Dalam pertemuan mediasi/diversi tersebut terbagi menjadi 2 keteria yaitu :

1. Pertemuan bersama (Joint Meeting) yang dihadiri mediator dan para pihak.
2. Pertemuan terpisah (Kaukus) yaitu jika diperlukan mediator bertemu dengan korban dan pelaku secara terpisah, dimungkinkan pertemuan mediator dengan perwakilan masyarakat tujuannya untuk mengungkap kepentingan tersembunyi atau hal-hal yang tidak dapat disampaikan dalam pertemuan bersama untuk mewujudkan keadilan yang menekankan kepada pemulihan pelaku/ korban/ lingkungan masyarakat.

Adapun Penyelesaian melalui musyawarah sebenarnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia karena di Indonesia sudah sejak dulu menerapkan hukum adat. Penerapan Restorative Justice bisa dikatakan sangat efektif dalam memberi perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dimana penerapan tersebut menitik beratkan pada kepentingan pelaku, korban dan masyarakat bukan negara. Dengan Restorative Justice keseimbangan hubungan antara anggota masyarakat pun akan tetap terjaga. Berdasarkan penelitian bisa di katakan restorative justice sudah berlangsung dengan digunakannya Kewenangan Diskresi Kepolisian (Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia) dan Diversi Berdasar Keadilan Pemulihan (Restorative Justice) yang mengusahakan perdamaian pada penyelesaian perkara yang adil antara kedua belah pihak dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan tanpa melalui proses di pengadilan. Walaupun tidak seutuhnya seperti yang tertera dalam UU di karenakan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum bisa di gunakan sepenuhnya.
Pada dasarnya Restorative Justice mempunyai tujuan dan prinsip untuk menyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak adapun tujuan dan prinsip tersebut sebagai berikut :

1. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk bertobat.
3. Melibatkan para korban/pelaku dan keluarga korbar/pelaku agar duduk bersama mencari penyelesaian yang menekankan pemulihan kepada situasi semula.

Dalam menerapkan Restorative Justice peran mediator sangatlah penting baik dari pihak BAPAS (Pembimbing Kemasyarakatan) ataupun Kepolisian (Penyidik UPPA) sebagai mediator. 
Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penerapan Diversi/Mediasi berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice) bisa di terapkan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. 
Adapun Pihak-pihak yang ada dalam setiap tahap proses Diversi/Mediasi yaitu sebagai berikut :

I. Diversi/Mediasi Di Tahap Penyidikan 
1. Penyidik / UPPA (Mediator)
2. PK BAPAS (Co. Mediator)
3. Pelaku Dan Orang Tua
4. Korban (Anak didampingi orang tua)
5. Penasehat Hukum Anak
6. PEKSOS (Pekerja Sosial) / Tenaga Kesejahteraan Sosial / Pendamping Anak / KPAI
7. Perwakilan masyarakat (RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru, LSM)

II. Diversi/Mediasi Di Tahap Penuntutan 
1. Jaksa Penuntut Umum  Anak (Mediator)
2. PK BAPAS (Co. Mediator)
3. Pelaku Dan Orang Tua
4. Korban (Anak didampingi orang tua)
5. Penasehat Hukum Anak
6. PEKSOS (Pekerja Sosial) / Tenaga Kesejahteraan Sosial / Pendamping Anak / KPAI
7. Perwakilan masyarakat (RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru, LSM)

III. Diversi/Mediasi Di Tahap Pengadilan
1. Hakim Anak (Mediator)
2. Jaksa Penuntut Umum  Anak (Co. Mediator)
3. PK BAPAS (Co. Mediator)
4. Pelaku Dan Orang Tua
5. Korban (Anak didampingi orang tua)
6. Penasehat Hukum Anak
7. PEKSOS (Pekerja Sosial) / Tenaga Kesejahteraan Sosial / Pendamping Anak / KPAI
8. Perwakilan masyarakat (RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru, LSM)

Adapun Tahapan Pra Mediasi Penal (Restorative Justice) menurut HJ. DS. Dewi., SH., MH (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong) Berdasarkan UU. No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

1. Pembukaan oleh Mediator (perkenalan dan menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan mediasi penal)
2. Perkenalan Pihak-Pihak yang hadir
3. Meditor Menyampaikan Aturan Main :
a. Menyampaikan informasi dalam forum diskusi
b. Jika diperlukan kaukus
c. Tidak boleh menyerang atau menyela, semua pihak yang hadir diharapkan menciptakan suasana yang kondusif
d. Sifatnya rahasia
e. Kesepakatan dibuat tertulis
4. Mediator menyampaikan resume dakwaan dan laporan litmas
5. Mediator memberikan kesempatan kepada pelaku menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan, permohonan maaf, penyesalan, dan harapannya
6. Mediator memberikan kesempatan kepada korban berkaitan dengan keinginan untuk memberikan maaf serta harapannya
7. Mediator memberikan kesempatan kepada PEKSOS/Tenaga Kesejahteraan Sosial/Pendamping Anak/KPAI untuk memberikan informasi tentang kelakuan terdakwa di lingkungan masyarakat, serta memberikan saran dalam hal penyelesaian konflik
8. Mediator memberikan kesempatan kepada Perwakilan masyarakat (RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru, LSM) untuk memberikan informasi tentang kelakuan terdakwa di lingkungan masyarakat, serta memberikan saran dalam hal penyelesaian konflik
9. Mediator mengidentifikasi masalah dan membuat beberapa opsi penyelesaian konflik dari hal-hal yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait.
10. Para pihak memilih opsi (negosiasi) untuk mencapai kesepakatan perdamaian.
11. Draft kesepakatan perdamaian.
12. Penandatanganan kesepakatan perdamaian.

Adapun proses Penerapan Restorative Justice menurut UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bisa di lihat pada bagan 1.









BAGAN 1
PROSES PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MENURUT 
UU. NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
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III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mengenai judul skripsi Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Anak Di Tinjau Dari UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Maka dapatlah di susun beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
Pertama, demi kepentingan terbaik bagi anak aparat penegak hukum sudah menerapkan Diskresi (Kewenangan Kepolisian) dan Diversi berdasarkan pendekatan Restorative Justice pada setiap anak nakal yang melakukan tindak pidana ringan. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan Restorative Justice sangat diwajibkan adapun pendekatan itu dilakukan melalui Diversi yang di terapkan pada setiap tahap peradilan. Dengan adanya Diskresi (Kewenangan Kepolisian) serta Diversi pada setiap tahap peradilan menurut Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peluang besar untuk menjauhkan anak dari proses peradilan yang tidak di perlukan demi menjaga jiwa, moral dan masa depan anak tersebut. 
Kedua, dalam penerapannya terkadang tidak semudah seperti yang di katakan dan dibayangkan baik Diskresi maupun Diversi pada saat mediasi atau negosiasi tidak semua pihak mau untuk saling memaafkan dan mencari penyelesaian yang baik, dalam hal ini diperlukan sikap yang tegas dan netral dari pihak mediator guna mencari cara-cara dan membuat pilihan-pilihan untuk menyelesaikan perkara yang di tangani demi kepentingan terbaik kedua belah pihak agar tercapainya kesepakatan damai.
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